BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap financial

technology (fintech) peer to peer lending dilakukan kepada penyelenggara legal

dan ilegal:

1.

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan legal dilakukan dengan dua metode
yaitu pengawasan langsung (on site), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh
OJK untuk-melakukan peninjauan langsung kepada penyelenggara fintech
lending dalam melakukan Kegiatan jasa keuangannya dan pengawasan tidak
langsung (off site) merupakan pengawasan jarak jauh, melalui laporan yang
dikirimkan oleh penyelenggara fintech lending dalam bentuk laporan setiap
3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Pengawasan OJK terhadap fintech lending ilegal dilakukan oleh Satgas
Waspada Investasi (SWI). SWI merupakan badan koordinasi antar lembaga
untuk mencegah adanya kerugian yang akan ditimbulkan dari kegiatan jasa
keuangan yang ilegal, dalam hal ini fintech lending. SWI ini terdiri dari
Otoritas Jasa Keuangan (Ketua dan Sekretariat); Bank Indonesia;
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, termasuk Bappebti;
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; Kementerian Agama
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Republik Indonesia; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia; (sebelumnya Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia serta Kementerian Riset, Teknologi dan
Perguruan Tinggi Republik Indonesia) Kejaksaan Republik Indonesia;
Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kementerian Investasi Republik
Indonesia/ Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan:. Pengawasan dari SWI ini dilakukan
berdasarkan pengaduan. dari konsumen terhadap fintech lending yang
berisiko menimbulkan kerugian, pengaduan yang dilakukan oleh konsumen
ini, kemudian akan diproses oleh SWI untuk didaftarkan menjadi fintech
lending legal atau dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

B. Saran

1.

Fintech merupakan hasil dari perkembangan ekonomi digital, Pembentukan
Undang-Undang khusus fintech merupakan langkah yang baik untuk
merespon perkembangan pada ekonomi digital agar terciptanya kerangka
hukum yang komprehensif dan- berfungsi secara strategis dalam
perlindungan konsumen, pencegahan praktek fintech ilegal, dan upaya
mitigasi risiko di industri jasa keuangan digital di Indonesia.

Badan Satgas Waspada Investasi (SWI) seharusnya memiliki tugas
pemantauan terhadap fintech lending yang belum terdaftar agar tidak
menunggu adanya aduan dari masyarakat yang dirugikan oleh fintech

lending ilegal dan mengirimkan laporan kepada SWI. SWI seharusnya
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memberikan sanksi yang tegas kepada fintech lending ilegal yang dirasa
akan merugikan masyarakat agar masyarakat terhindar dari fintech lending

ilegal yang dapat merugikan masyarakat.
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